MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  200/PMK.04/2019
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dan
“ cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan telah diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997
tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor
Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan
Ilmu Pengetahuan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 51/PMK.04 /2007 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997
tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor
Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan
[Imu Pengetahuan;
b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan
meningkatkan pelayanan dalam pemberian pembebasan

bea masuk atas impor barang untuk keperluan penelitian
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dan  pengembangan ilmu  pengetahuan  melalui
penyederhanaan prosedur kepabeanan, perlu melakukan
penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 9
ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas
Impor Barang wuntuk Keperluan Penelitian dan

Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN
BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan
IImu Pengetahuan adalah barang dan/atau peralatan
yang benar-benar digunakan untuk memajukan ilmu
pengetahuan termasuk untuk kegiatan penelitian atau
percobaan guna peningkatan atau pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. 4

2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara atau
lembaga pemerintah non kementerian yang
melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Badan Usaha adalah badan atau lembaga berbadan
hukum yang melakukan kegiatan usaha dan salah satu
kegiatannya melakukan penelitian atau percobaan guna
peningkatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5. Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut
Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
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6. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem
integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik
dan berbasis web.

7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2
(1) Atas impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan

Pengembangan Ilmu Pengetahuan diberikan pembebasan

bea masuk dan cukai.

(2) Pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan atas:

a. impor barang melalui tempat penimbunan berikat,
kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas;
atau

b. pemindahtanganan barang impor vyang telah
mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima
pembebasan bea masuk.

(3) Impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh:

a. Perguruan Tinggi;

b. Kementerian/Lembaga; atau

c. Badan Usaha.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), jika impor barang yang dilakukan oleh

Badan Usaha berupa peralatan dan/atau bahan untuk

digunakan dalam proses produksi Badan Usaha.

Pasal 3
Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
dilakukan oleh Badan Usaha, harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. barang impor belum diproduksi di dalam negeri;
b. barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun

belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
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c. barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun
jumlahnya belum menculkupi kebutuhan,
sesuai dengan rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis

terkait.

Pasal 4
(1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
ayat (2), Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau

Badan Usaha, mengajukan permohonan kepada Menteri

melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai tempat pemasukan barang.

(2) Permohonan sebagainﬁana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh:

a. pejabat paling rendah setingkat Dekan, dalam hal
permohonan diajukan oleh Perguruan Tinggi;

b. pejabat paling rendah setingkat eselon II atau
pimpinan tinggi pratama, dalam hal permohonan
diajukan oleh Kementerian/Lembaga; atau

c. pimpinan Badan Usaha, dalam hal permohonan
diajukan oleh Badan Usaha.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit dilampiri dengan:

a. rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan
bea masuk dan cukai dari:

1. pimpinan Perguruan Tinggi atau pejabat paling
rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh
pimpinan Perguruan Tinggi, dalam hal
permohonan diajukan oleh Perguruan Tinggi
negeri;

2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi,
dalam hal permohonan diajukan oleh

Perguruan Tinggi swasta;
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3. pejabat paling rendah setingkat eselon II atau
pimpinan tinggi pratama dari kementerian/
lembaga yang membina Perguruén Tinggi
kedinasan, dalam hal permohonan diajukan
oleh Perguruan Tinggi kedinasan; atau

4. pejabat paling rendah setingkat eselon II atau
pimpinan tinggi pratama dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian atau kementerian/
lembaga yang membina Badan Usaha terkait,
dalam hal permohonan diajukan oleh Badan
Usaha;

b. dokumen perolehan Barang untuk Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
berupa:

1. [fotokopi surat keterangan dari pemberi hibah/
bantuan (gift certificate) atau surat perjanjian
kerjasama, dalam hal Barang untuk Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Imu
Pengetahuan berasal dari hibah/bantuan atau
kerjasama; atau

2. fotokopi dokumen pembelian, dalam hal Barang
untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan
Imu Pengetahuan berasal dari pembelian.

Dokumen pembelian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b angka 2 yang diajukan oleh Perguruan

Tinggi negeri atau Kementerian/Lembaga  harus

dilengkapi dengan:

a. fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau
dokumen yang dipersamakan dengan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran, dalam hal pembelian
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah; dan
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b. fotokopi surat perjanjian atau kontrak pengadaan
barang yang menyebutkan bahwa harga dalam
perjanjian atau kontrak pengadaan barang tidak
meliputi pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau
pajak dalam rangka impor, dalam hal pembelian
dan/atau importasi Barang untuk Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
dilaksanakan oleh pihak ketiga.

(5) Contoh format permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 5
(1) Rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea

masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:

a. identitas Perguruan Tinggi atau Badan Usaha;

b. rincian  jumlah dan  jenis barang  yang
direkomendasikan untuk mendapat pembebasan bea
masuk dan cukai;

Cc. uraian mengenai kegiatan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan; dan

d. uraian mengenai manfaat kegiatan sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ dalam memajukan ilmu
pengetahuan.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diperuntukkan bagi Badan Usaha harus memperhatikan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6
(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan

persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk
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Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) disétujui, Kepala Kantor Pelayénan

Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri

menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai atas impor Barang

untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pengetahuan.

Jangka waktu pengimporan atas impor barang yang

diberikan  pembebasan bea masuk dan cukai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama

1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya

Keputusan Menteri Keuangan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pelayanian Utama

Bea dan Cukai atau Kepala Kantor PengaWésan dan

Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri

menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan

menyebutkan alasan penolakan.

Contoh format Keputusan Menteri Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat {2) dapat dilakukan perubahan dalam

hal:

a.

b.

terjadi kesalahan tulis atau kesalahan Kketik;
dan/atau

terdapat perubahan data dari yang bersangkutan.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat dilakukan sepanjang:

a.

pemberitahuan  pabean atas barang impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
ayat (2) belum mendapat nomor pendaftaran pada

kantor pabean tempat pemasukan; dan
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b. masih dalam  jangka  waktu  pengimporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(3) Untuk dapat melakukan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perguruan Tinggi,
Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha mengajukan
permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan
kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai dengan menyebutkan alasan
dilakukan perubahan dan melampirkan dokumen yang
mendukung alasan perubahan.

(4) Atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap
pemenuhan persyaratan untuk dapat melakukan
perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(5) Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama
Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan
mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(6) Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri
menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan

menyebutkan alasan penolakan.
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Pasal 8

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3), serta hasil pindaian dari
dokumen asli lampiran permohonan, disampaikan secara
elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai atau Sistem Indonesia National Single Window.

(2) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan
Sistem Indonesia National Single Window mengalami
gangguan  operasional, permohonan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulisk
disertai dengan:

a. lampiran permohonan dalam bentuk hardcopy; dan

b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media
penyimpan data elektronik dalam bentuk softcopy.

(8) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) dan Pasal 7 ayat (5), atau penolakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan
Pasal 7 ayat (6), dilakukan paling lama:

a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan
diterima secara lengkap dan benar, dalam hal
permohonan diajukan secara elektronik; atau

b. 38 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan
diterima secara lengkap dan benar, dalam hal

pefmohonan diajukan secara tertulis.

Pasal 9

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dan ayat (2), dapat dikecualikan dari ketentuan
mengenai pembatasan impor berdasarkan rekomendasi
dari kementerian/lembaga terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pengeluaran barang impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengeluaran barang dari tempat

penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau
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(3) Tata cara pemindahtanganan barang impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk.

Pasal 10

Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan fasﬂitas

pérpajakan berupa:

a. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, dan _

b. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai perpajakan.

Pasal 11
Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dan éyat (2) berupé kendaraan bermotor, tidak
diterbitkan surat ketefangan pengimporan kendaraan

bermotor.

Pasal 12
Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan ayat (2) yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan
pemberian pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak
dalam rangka impor yang térutang, bea masuk, cukai,
dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang wajib
dibayar dan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai sanksi administrasi di bidang kepabeanan, bidang

cukai, dan/atau bidang perpajakan.
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Pasal 13
Baraﬁg impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan ayat (2), dapat diselesaikan kewajiban pabeannya dengan
cara:
a. dipindahtangankan;
b. diekspor kembali; atau

¢. dimusnahkan.

Pasal 14

(1) Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor
dengan cara dipindahtangankan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf a, dapat dilakukan dengan
ketentuan:

a. barang impor telah digunakan paling singkat selama
2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan
pabean; atau

b. Dbarang impor tidak dapat atau tidak layak
dipergunakan lagi dalam Kkegiatan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan
rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis
terkait.

(2) Ketentuan mengenai jangka waktu pemindahtanganan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak
berlaku dalam hal:

a. terjadi keadaan kahar (force majeure) yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi
yang berwenang; atau

b. dipindahtangankan kepada pihak lain yang

mendapatkan pembebasan bea masuk.

Pasal 15
(1} Terhadap pemindahtanganan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf a terutang bea masuk, cukali,

dan/atau pajak dalam rangka impor.
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Dikecualikan dari k.ételi.lf,lléil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) jika: ;

a. pemindahtanganan dilakukan setelah 5 (lima) tahun
terhitung sejak pemberitahuan pabean;

b. terjadi keadaan kahar (force magjeure) yang
dibuktikan dengan surat keterangan 'dari instansi
yang berwenang; atau

c. dipindahtangankan kepada sesama  penerima
pembebasan bea masuk. _

Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berupa kendaraan bermotor,

pemindahtanganan yang dilakukan setelah 5 {lima) tahun

terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean disertai
dengan kewajiban membayar bea masuk dan pajak
dalam rangka impor yang terutang.

Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) terjadi keadaan kahar (force

majeure) namun barang masih memiliki nilai ekonomis,

pemindahtanganan yang dilakukan sampai dengan

5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan

pabean disertai dengan kewajiban membayar bea masuk

dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Pasal 16

Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf a atas:

a. barang impor selain kendaraan bermotor yang
dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal pemberitahuan pabean; atau

b. barang impor berupa kendaraan bermotor,

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas

nama Menteri.
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Untuk mendapatkan izin pemindahtanganan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan Tinggi,
Kementeﬁan /Lembaga, atau Badan Usaha mengajukan
permohonan kepada Menteri melalui Kepala KXantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor
Pengawasan‘ dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
pemasukan. _ |
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai atau Sistem Indonesia National
Single Window.
Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan
Sistem Indonesia National Single Window mengalami
gangguan  operasional, permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dan
disertai dengan:
a. lampiran permohonan dalam bentuk hardcopy; dan
b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media
penyimpan data elektronik dalam bentuk softcopy.
Contoh format suratl permohomnan izin pemindahtanganan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran huruf C yang | merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan
persyaratan permohohan pemindahtanganan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri

menerbitkan:

Www.jdih.kemenkeégiid
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a. Keputusan Menteri  Keuangan | mengenai
peIn,indal‘ltangé;nan Barang untuk  Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
dengan disertai kewajiban membayar bea masuk,
cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang
terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan
kepada seclain penerima pembebasan bea masuk;
atau |

b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pemindahtanganan  Barang untuk  Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
dengan tidak disertai kewajiban membayar bea
masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor
yang terutang, dalam hal pemindahtanganan
dilakukan kepada sesama penerima pembebasan
bea masuk.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Utama

Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri

menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan

menyebutkan alasan penolakan.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau

penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan paling lama 3 (tiga} hari Kerja terhitung setelah

permohonan pemindahtanganan diterima.

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), berlaku paling lama 60 (enam pululy) hari

terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Contoh format Keputusan Menteri Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum

dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Contoh format Keputusan Menteri Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum

dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 18

Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka

impor yang terutang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (2) huruf a.

Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka

impor sebagaimana  dimaksud pada ayat (1),

menggunakan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean

dalam pemberifahuan pabean impor pada saat
pemasukan.

Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka

impor sebagaimana dimaksud pada ayat ‘(1) untuk barang

impor berupa kendaraan bermotor, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal pemindahtanganan dilakukan sampai
dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
pemberitahuan pabean, tarif dan nilai pabean yang
berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean impor;

b. dalam hal pemindahtanganan dilakukan setelah
5 (lima) tahun  terhitung sejak  tanggal
pemberitahuan 'pabean:

1. tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan
pabean impor; dan

2. nilai pabean yang berlaku pada saat kendaraan
bermotor dipindahtangankan;

Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka

impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas barang

impor yang mengalami keadaan kahar (force majeure),
menggunakan tarif dan nilai pabean yang berlaku pada
saat dipindahtangankan.

Pemenuhan  kewajiban  kepabeanan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di kantor

pabean tempat pemasukan barang.

Www.jdih.kemenl/elu.g$.id
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Pasal 19
Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a atas barang impor selain kendaraan bermotor yang
dilakukan setelah 5 {lirna} tahun terhitung sejak tanggal
pemberitahuan pabean dapat dilakukan tanpa persetujuan
dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor
dengan cara ekspor kembali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan menggunakan
pemberitahuan pabean ekspor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai ekspor.

(2) Perguruan Tinggi, Kementérian/ Lembaga, atau Badan
Usaha yang melakukan ekspor kembali barang impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
ayat (2), dibebaskan dari kewajiban untuk membayar bea
masuk. cukai dan/atau pajak dalam rangka impor yang

terutang.

Pasal 21

(1} Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor
dengan cara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf ¢, dapat dilakukan setelah 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.

(2) Ketentuan mengenai jangka waktu pemusnahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam
hal terjadi keadaan kahar (force majeure}.

(3) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dan ayat (2) yang telah dilakukan pemusnahan
dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk, cukai

dan pajak dalam rangka impor.
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Pasal 22

(1) Pelaksanaan pemindahtanganan, ekspor kembali, dan
pemusnahan Barang untuk Keperluan Penelitian dan
Pengembangan Ilmu Pengetahuan milik Perguruan Tinggi
negeri, Perguruan  Tinggi kedinasan, dan/atau
"Kementerian/Lembaga, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang
mengatur mengenai barang milik negara.

(2) Pelaksanaan pemusnahan Barang untuk . Keperluan
Penelitian dan Pengembangan IImu Pengetahuan milik
Perguruan Tinggi swasta dan/atau Badan Usaha
dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama

Menteri.

Pasal 23

(1) Untuk mendapatkan izin pemusnahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Perguruan Tinggi
swasta atau Badan Usaha mengajukan permohonan
kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cu-kai tempat pemasukan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai atau Sistem Indonesia National
Single Windouw.

(3) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan
Sistem Indonesia National Single Window mengalami
gangguan  operasional, permohonan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan
disertai dengan:

a. lampiran permohonan dalam bentuk hardcopy; dan
b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media

penyimpan data elektronik dalam bentuk softcopy.
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Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan
permohonan izin pemusnahan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diSetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea
dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri
menerbitkan persetujuan pemusnahan.

Persetujuan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat {5) berlaku untuk jangka waktu pelaksanaan
pemusnahan paling lama 1 {satu) tahun.

Contoh  format  permohonan  izin 'pemu.snahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. '

Contoh format persetujuan izin pemusnahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran hurufi G yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24 v

Berdasérkan persetujuan  pemusnahan sebagaimana
dimaké.ud dalam Pasal 23 ayat (5), dilakukan
pemusnahan atas Barang untuk Keperluan Penelitian
dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh pihak yang
ditunjuk oleh Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha
dengan disaksikan oleh:
a. Perwakilan Perguruan Tinggi swasta atau Badan

Usaha; dan
b. Pejabat Bea dan Cukai,
serta dituangkan dalam berita acara pemusnahan.
Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara merusak Barang untuk Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

sehingga tidak dapat difungsikan dan diperbaiki kembali.
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(3) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pemusnahan
sebagaimané, dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh
pihak Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha. |

(4) Contoh format berita acara pemusnahan tercantum
dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25
Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan C‘ukai yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas
kepabeanan dapat melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas
barang impor yang dilujukan untuk Keperluan Penelitian

dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Pasal 26
(1) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
~ Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2}, Pasal 6

ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 7 ayat (6), Pasal 17 ayat

(2}, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (5):

a. wajib  memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. bertanggung jawab  secara substansi atas
pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan
kepada yang bersangkutan; dan

c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan
kewenangan yang diterima kepada pejabat lain.

(2) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang
diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian

(Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.
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(3) Pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana
tugas (Plt) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bertanggung jawab secara substansi atas
pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan

kepada yang bersangkutan.

; Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Permohonan pembebasan bea masuk dan cukai yang
telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
dan  belum  mendapat  keputusan, pemrosesan
permohonan .pembebasan bea masuk dan cukai
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea

Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
éebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2007;

dan

2. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian
pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang
untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang telah diterbitkan berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997

tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor
Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan
Ilmu Pengetahuan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 51/PMK.04/2007, dinyatakan tetap berlaku

sampai dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan

Menteri dimaksud.
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Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang

Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk
Keperluan Penelitiann dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2007 tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan
Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.
Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  200/PMK.04/2019

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR
BARANG  UNTUK  KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN
CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

KOP SURAT PEMOHON

Nomor D e (Do (02 ISRRUURTPRURTORNY ) N e
Lampiran : .......... 4)..........
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang

Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Yth. Menteri Keuangan

melalui .......... [(5) N

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan
cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor
barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan data sebagai
berikut:

a. Nama Instansi L e (5] TR
b. NPWP Instansi L et eveana (74 TR e
¢. Alamat Instansi O (8)eeeeiiiiii e,
d. Nama Importir USRI <) ST
€. NPWP Importir S U (10) i
f.  Alamat Importir L e, (1),
g. Pihak yang dapat dihubungi e (12) i,
h. Nama program/proyek/kegiatan N (I8)eiiiiiiiiiiiiiiiniieeeee
i. Sumber perolehan barang U B ) IO U
j. Asal pengiriman/pemasukan barang U 55 T T
k. Tujuan penggunaan barang et (16)eeiiiieeiiiiiiiiiiiieienn,
l.  Rincian barang D e terlampir--------------ooooeev

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... (17)eunnne. serta ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.
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Sebagai kelengkapan permohonan, barsama ini karni lampirkan:
1. Rincian barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang

dimintakan pembebasan bea masuk:

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarmmya untuk dapat

dipertimbangkan.

Tembusan:
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KOP SURAT PERMOHONAN

Lampiran Surat

Nomor ... 1)...o.on.n.
Tanggal ... (5]
RINCIAN BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
YANG DIMINTAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI
FUNGSI DAN
URAIAN JUMLAH SATUAN | PERKIRAAN | NEGARA | PELABUHAN
NO. KEGUNAAN
BARANG BARANG BARANG HARGA. ASAL PEMASUKAN
BARANG
(22).. . {23).. .{24).. ..(25).. ..(26).. L27).. ..(28).. .(29)..
.......... (19)..........
——
(C’la’p7s—tempel
(ceverennen 20).......... )
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Nomor (1)
Nomer (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)
Nomor (12)

Nomor {13)

Nomor (14)

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nomor surat pel'inohohén.

Diisi nama kota tempat surat perinohonan dibuat.

Diisi tanggai, bulan, dan tahun surat permohonan dibuat.

Diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Rantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat

pemasukan barang.

Diisi nama Pergmuan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau

Badan Usaha.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perguruan Tinggi,

Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha.

Diisi nama tempat domisili Perguruan Tinggi,

Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha.

a. Diisi nama ir‘nportirv atau pihak ketiga dalain hal barang
diimpor oleh pihak ketiga; atau

b. Diisi pihak yang membawa barang dalam hal barang
dibawa langsung sebagai barang bawaan penumpang dari
luar negderi. |

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak tersebut pada

Nomor (9).

Diisi nama tempat domisili pihak tersebut pada Nomor (9).

Diisi nama, nomor telepon, dan alamat email dari

pejabat/pegawai/pihak yang dapat dihubungi (contact person)

dari Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan

Usaha yang bersangkutan.

Diisi nama program/proyek/kegiatan berkaitan dengan

barang impor yang dimohonkan pembebasan bea masuk.

a. Diisi “Pembelian yang dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran
..... dalam hal barang bersumber dari pembelian yang
dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN);

b. Diisi “Pembelian yang dibiayai dari ....” dalam hal barang
bersumber dari pembelian yang dibiayai dari sumber

lainnya; atau
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Nomuor (15)

Nomor (16)

Nomor {17)
Nomor (18)

Nomor (19)

Nomor (20}

Nomor (21)

Nomor (22)
(

Nomor (23)

Nomor (24)
Nomor (25)
Nomor (26)

Nomor (27)
Nomor (28)

Nomor {29)
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c. Diisi “Hibah/Bantuan dall ........ dalam hal barang
bersumber dari Hibah/Bantuan déngan menyebutkan
nama pemberi Hibah/Bantuan.

Diisi asal pengiriman barang sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri

ini (impor dari luar daerah pabean, impor melalui tempat

penimbunan berikat, impor melalui kawasan ekonomi khusus,
impor melalui kawasan bebas, atau pemindahtanganan dari
penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya).

Diisi penjelasan mengenai tujuan penggunaan barang impor

untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Diisi nomor dan jud‘_xii Peraturan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukal atas impor barang untuk

keper].uan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Diisi daftar rincian nama, nomor, dan tanggal dokumen yang

dilampirkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan

ayat (3) Peraturan Menteri ini.

Diisi jabatan penandatangan surat permohonan.

Diisi nama yang menandatangani surat permohonan.

Diisi para pihak yang diberikan tembusan surat permohonan.

Diisi nomor urut.

a. Diisi uraian jenis ‘barang dan spesifikasi teknis barang
(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang

selain kendaraan bermotor; atau

“b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,

kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor.
Diisi jumlah barang.
Diisi satuan barang sesuai ketentuan.
Diisi perkiraan harga barang dalam mata uang asing dengan
incoterm Cost and Freight (C&F) atau Cost Insurance Freight
(CIF).
Diisi nama negara tempat barang berasal/diproduksi.
Diisi nama pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau
pembongkaran barang.
Diisi fungsi dan kegunaan barang dalam rangka kegiatan

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
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B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .......... ().eienan

TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA .......... 2 R

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang T a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan
.......... (3).......... Nomor ..........(4).........., diperoleh kesimpulan bahwa
permohonan pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan umum telah
memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan
Bea Masuk Dan Cukai, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barahg Mewah, Serta
Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor

Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu

Pengetahuan Umum Kepada .......... (52 ;

Mengingat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... (B)eceenenn.. ;

2 Peraturan Menteri Keuangan Nomior .......... () PO

3 Peraturan Menteri Keunangan Nomor .......... (7).ienniinss
Memperhatikan: 1. ... (6] U ;

2. dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN

CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PER’I‘AMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS IMPOR  BARANG UNTUK  KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN UMUM KEPADA .......... (2)ecniennn.
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PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan, yang diimpor oleh:

a. Nama e ara, () i
b. NPWP s (9]
c. Alamat @1 o (10)ciiininnnn, e

dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan

pelabuhan/bandar udara*) pemasukan tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor.

KETIGA :  Pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan
digunakan untuk .......... (11).......... serta tidak untuk dipindahtangankan
dan/atau diperjualbelikan;

b. perubahan tujuan penggunaan atau pemindahtanganan barang
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dilakukan
sebelum mendapat izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

C. apabila syarat tersebut pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atau
terdapat penyalahgunaan dari barang sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, pemberian pembebasan bea masuk dan cukai dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

d. terhadap barang yang disalahgunakan dikenakan bea masuk dan cukai
serta pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda
sesuai perundang-undangan; dan

e. atas impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan berupa kendaraan bermotor yang digunakan sebagai obyek
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tidak diterbitkan surat
keterangan pengimporan kendaraan bermotor.*)

KEEMPAT ¢ Menunjuk pelabuhan/bandar udara*¥) .......... (12).......... sebagai pelabuhan
tempat pemasukan serta Kantor .......... (13)rinennns sebagai kantor pabean
tempat penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KELIMA :  Pemberian pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEENAM :  Pemberian pembebasaﬁ bea masuk dan cukai diberikan untuk jangka waktu
pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
dilakukan pemindahtanganan, berlaku ketentuan sebagaimana diétur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas
impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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. (14)..........
2. i dst
3 Pimpinan .......... 2)...il
Ditetapkan di .......... (15} en.n.
pada tanggal ........... (18)..ceennenn
an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .......... (17,
.......... (18)ceeeenies
*) butir e. digunakan hanya jika barang yang dimintakan pembebasan bea masuk adalah

kendaraan bermotor. Untuk barang selain kendaraan bermotor, butir e dapat dihapus.

) dipilih yang sesuai
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAIl ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN  DARI
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS
IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI,
TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Nama T e (2)eeennenns
NPWP D e () B
Alamat T e (10)..........
URAIAN JUMLAH SATUAN PERKIRAAN PELABUHAN
NO NEGARA ASAL
BARANG BARANG BARANG HARGA PEMASUKAN
(19)... ...(20)... 21)... .(22)... (23)... ..[24)... ...(25)...

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ......... (17)ereen.. )
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) . Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai alau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak ‘Penghasﬂan Pasal 22 atas j_lnpbl“ barang
untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan umum.

Nomor (2) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau
Badan Usaha yang diberikan pembebas.an bea masuk dan
cukai. |

Nomor (3) : Diisi jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat
permohenan dan nama Perguruan Tinggi, Kementerian/
Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea
masuk dan cukai. »

Nomor (5} : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai
perhbebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
umum.

Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewali atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari
pungutan bea masuk.

Nomor (7) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang
impor atau kegiatan usaha di bidang lain. |

Nomor (8) . Diisi dokumen-dokumen lampiran permohonan pembebasan
bea masuk dan cukai.

Nomor (9) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi,
Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang melakukan
importasi barang.

Nomor (10) : Diisi alamat Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau

Badan Usaha yang melakukan importasi barang.
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Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14}

Nomor {15)

Nomor {(16)

Nomor {17)

Nomor (18]}

Nomor (19)

Nomor (20)

Diisi uraian mengenai program/proyek/kegiatan penelitian

dan pengembangan ibmu pengetahuan yang dilakukan.

Diisi pelabuhan/bandar udara pemasukan atau

pembongkaran baldng | | |

Diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat

pemasukan barang.

Diisi daftar kementerian/lembaga atau instansi yang perlu

diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.

Diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri

Keuangan. | | |

Diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan.

Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang

menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri

Keuangan.

Diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan bea

masuk dan cukai.

a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang
{merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang
selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan., dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor.

Diisi jumlah barang yang bersangkutan.

Diisi satuan barang yang bersangkutan.

Diisi perkiraan harga barang yang bersangkutan.

Diisi negara asal barang yang bersangkutan.

Diisi pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau

pembongkaran barang yang bersangkutan.
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CONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS BARANG
UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN CUKAI DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN

KOP SURAT PEMOHON

Nomor s (Do, e {122 T (B)eininns

Lampiran @ ... [ IO
Hal : Permohonan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Barang

Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu
Pengetahuan Yang Telah Diberikan Pembebasan Bea Masuk -

Dan Cukai Dengan Cara Dipindahtangankan

Yth. Menteri Keuangan

melalui .......... [(5) R

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:

Nama instansi e e (B)enernieiii e
NPWP O (7). e
Alamat Kantor L et e e (B
Pihak yang dapat dihubungi: ... (D)o

dengan ini mengajukan permohonan agar barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan yang telah diberikan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta
dikecualikan dari pemungutan Pajak penghasilan Pasal 22, dengan rincian barang sebagaimana
terlampir, dapat disetujui untuk dapat diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara

dipindahtangankan kepada:

Nama PSPPSRI (10) i
NPWP e e (1)

"Alamat Kantor e e, (12 e
sebagai .......... (13)..........

Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.

.......... (14)..........
e ——
(S [SL — )
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KOP SURAT PEMOHON

Lampiran Surat
Nomor T (05 P

Tanggal L. L8

RINCIAN BARANG YANG DIMOHONKAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN DENGAN CARA
DIPINDAHTANGANKAN

KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN CURAL HDAK DHUNGUT

KANTOR PEMBERICAHUAN
PPN ATAD PEN DAN FENUBM, SERTA
JUMLALE SATUAN PERIGRAAN . N NEGARA PABIEAN AN
NO URAAN BARANG POS FARIF IHEECUALIRAN DIARI PEMUNGUTAN
HARANG BARANG HARGA . ASBAL TEMPAT
PRIEEASAL 22
VERMASURAN
NOY,
NOMOR TANGGAL NOMOR FANGGAL.
uRuT
BB a7 15t o £20) 21 {2), 230 1243 1254 A26) A27 281,
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Nomor

N

)

Nomor

4

(

(
Nomor (3
Nomor (

(

— O Nt

]!

Nomor
Nomor {6)
Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor {11)
Nomor {12)
Nomor (13)

(14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nomor surat permohonarn.

Diisi 11arha kota t.empat surat permohonan dibuat.

Diisi tanggal surat permohonan dibuat.

Diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

tempat pemasukan barang.

Diisi nama ‘Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau

Badan Usaha yang mengajukan permohonan penyelesaian

kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi,

Kementerian/ Lembage{, atau Badan Usaha yang

bersangkutaﬁ.

Diisi nama tempat domi»sili Perguruan Tinggi, Kementerian /

Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Diisi nama dan nomor telepon pejabat/pegawai/pihak yang

dapat dihubungi (contact personj dari Perguruan Tinggi,

Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang

bersangkutan; _

Diisi nama penerima barang.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak penerima barang.

Diisi nama tempat domisili penerima barang.

a. Diisi “selain penerima [asilitas pembebasan bea masuk”,
dalam hal pemindahtanganan ditujukan kepada selain
penerima pembebasan bea masuk; atau

b. Diisi “penerima fasilitas pembebasan bea masuk”, dalam
hal pemindahtanganan ditujukan kepada sesama
penerima pembebasan bea masuk.

Diisi jabatan penandatangan surat permohonan.

Diisi nama yang menandatangani surat permohonan.

Diisi nomor urut barang.

a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang
(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang

selain kendaraan bermotor; atau
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Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)

Nomor (23)

Nomor (24)

Nomor (25)
Nomor (26)

Nomor (27)
Nomor (26)

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor. |

Diisi jumlah barang.

Diisi satuan barang.

Diisi perkiraan harga barang.

Diisi nomor pos tarif/HS.

Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak

Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan umum.

Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak

Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan umum.

Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan

mengenai pembebaéan bea masuk dan cukai, tidak dipungut

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk

keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

umuin.

Diisi negara asal barang.

Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat

pemasukan barang.

Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari

barang impor terkait.
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CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR UNTUK
KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI
SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .......... (Do

TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, FAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR
UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
KEPADA .......... (2 PO DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI
SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang Tooa. bahwa sesuai dengan hasil penelitiaan terhadap surat permohonan
.......... (3).ccoene.. Nomor ..........4)........... diperoleh kesimpulan bahwa
permechonan pemindahtanganan barang impor untuk keperiuan
perelitian dan pengembangan ihmu pengetahuan kepada .......... 2)eins
telah mermenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf &,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan
Pemindahtanganan Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea
Masuk Dan Cukai, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tidak
Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor Untuk
Keperluan Penelitian Dan Pengembangan llmu Pengetahuan Kepada
......... (2)....... Dengan Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan

Cukai Serta Pajak Dalam Rangka Impor Yang Terutang;

Mengingat L Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... B)....... :
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ......... (6).......:
Memperhatikan: 1. ... (7)o
2. dst
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN ~ MENTERI ~ KEUANGAN  TENTANG  PERSETUJUAN

PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN
BEA MASUK DAN CUKAIL TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH, SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS
BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN KEPADA ......... @....... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN
MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
YANG TERUTANG.

PERTAMA 1 Memberikan persetujuan pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan
fasilitas pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,
serta tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan disertai
kewajiban membayar bea masuk dan cukai serta pajak dalam rangka impor

yang terutang, kepada:

a. Nama s ()i
b. NPWP U ()i s
C. Alamat U (9). s

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA :  Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
dilakukan dengan mendasarkan pada .............. (10) i,
KETIGA :  Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini,

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :  Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
tanggal ditetapkan.

KELIMA ¢ Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
| (11).........

Ditetapkan di ......... (12).........
pada tanggal ......... (13).uenene

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ......... {14).........
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KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOIL

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN
CUKAL TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAFMAN NILAI
ATAU  PAJAK PERTAMBAIIAN  NILAI  DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG
IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA
......... (2)....... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR
BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR YANG TERUTANG

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI
SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEC PEMBERIAN PEMBEBAGAN
BEA MASUR D AL TIDAR
KANTOR PERIBERTTATUAN
PUEUNGH T 2 3 PPN DAN
SUNEALL SAUAN PERKIRAAN NEGARA VABEAN PABEAN 13100K
AO UKAIAN BARANG POS EAKIF PINIM, SERTA 1 ALIKAN
. HARANG HAIANG HARGA . ASAL TEMPAT
DARE PEMUNGUSAN PRI PASAL 22
PEMASHKAN
NO T
NOMOR TANGGAL NOMOR TANGGAL
URUT
1163 u7k. A15) k) £20) 124 A2 234 {3 25 EH3) 27 283

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ......... (14).........
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) ; Diisi nomor Keputuéan Menteri Keuangan mengenai
persetujuan  pemindahtanganan  barang impor yang
mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak
dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dengan disertai kewajiban membayar bea masuk dan cukai
serta pajak dalam rangka impor yang terutang.

Nomor (2) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau
Badan Usaha yang diberikan persetujuan pemindahtanganan.

Nomor (3) : Diisi jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat
permohonan dan nama Perguruan Tinggi, Kementerian/

Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan
pemindahtanganan.
Nomor (5} : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk

keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

2]

Nomor (6) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada
Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha
yang mengajukan permohonan.

Nomor (7) : Diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang

perlu dicantumkan apabila diperlukan.

Nomor (8) : Diisi Nomor Pokok Wajibo Pajak Perguruan Tinggi,
Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang
bersangkutan.

Nomor (9) : Diisi nama tempat domisili Perguruan Tinggi, Kementerian/

Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.
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Nomor {10}

Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)

Nomuor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)
Nomor (17)

8
9
20
21

Nomor

Pt pd

Nomor

Nomor

— p— e e
- Nt St Nt

Nomor
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a. Diisi Kklasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada
dokumen pemberitahuan pabean pada saat impor
barang, dalam hal pemindahtanganan barang selain
kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dilakukan
sampai dengan 5 (lirna) tahun terhitung sejak tanggal
pemberitahuan pabean; atau

b. Diisi klasifikasi dan pembebanan pada dokumen
pemberitahuan pabean pada saat impor dan nilai pabean
yang berlaku pada saat kendaraan  bermotor
dipindahtangankan, dalam hal pemidahtanganan barang
berupa kendaraan bermotor dilakukan setelah 5 (lima)
tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Diisi daftar para pihak yang perlu diberikan salinan

Keputusan Menteri Keuangan. |

Diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri

Keuangan.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan

Menteri Keuangan.

Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang

menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri

Keuangan.

Diisi nomor urut barang.

a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang
(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang
selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor.

Diisi jumlah barang.

Diisi satuan barang.

Diisi perkiraan harga barang.

Diisi nomor pos tarif/HS.
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Nomor (22) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (23) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kkeperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. |

Nomor (24) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (25) : Diisi negara asal barang.

Nomor (26) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
pemasukan barang.

Nownor {27) : Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (28) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari

barang impor terkait
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CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR UNTUK
KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN
CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTER]I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .......... (1)eiiine.

TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN

BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,

SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR
UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

MILIK .......... 2).ciennenn. KEPADA .......... (5) FOUR DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAIN
MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang oA bahwa sesuai dengan hasil penclitiaan terhadap surat permohoenan
.......... {4).......... Nomor .........[05)..........., diperoleh kesimpulan bahwa
permohonan pemindahtanganan barang impor untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan telah memenuhi
persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan
Pemindahtanganan Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea
Masuk Dan Cukali, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta
Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang
Impor Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan limu Pengetahuan
Milik .......... 112 IO Kepada .......... 3)einii. Dengan Tidak Disertai
Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan Cukai Serta Pajak Dalam Rangka

Impor Yang Terutang;

Mengingat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... 6).......... ;
2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor .......... (7)eeeeennn. ;
3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor .......... 8
Memperhatikan: 1. ... 1) PUUTURON:
2. dst;
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN
PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN
BEA MASUK DAN CUKAL TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DAR! PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN 1LMU PENGETAHUAN MILIK ... @2)....... KEPADA
.......... (3).......... DENGAN TIDAK DISERTAlI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA

MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG.
PERTAMA :  Memberikan persetujuan pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta
dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor

untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan milik:

a. Nama L PPN (2]
b. NPWP S PP SPOPRR (1O},
C. Alamat L s [
kepada:

a. Nama T PPN (B
b. NPWP PN (12)ieni e
C. Alamat L e i (18]

dengan tidak disertai kewajiban membayar bea masuk dan cukai serta pajak

dalam rangka impor yang terutang,

dengan rincian jumlah dan jenis barang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Terhadap barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada
waktu impor bea masuk dan cukainya telah dibayar, tidak dapat diberikan
restitusi.

KETIGA . Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Ditetapkan di .......... (15)..........

pada tanggal ........... (16)..........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .......... 1037 I
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAIITANGANAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN PEMDBEDBASAN BEA MASUK DAN
CUKAL TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBALNAN NilAl
ATALD  PAJAK  PERTAMBAHAN NILAI  DAN  PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAL, SERTA
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR UNTUK
KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN MILIK ...l (12 USRI KEPADA
......... (3)..cccie.... DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN
MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK
DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTAN GANAN
DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI
SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KET TEMUERIAR TEMURDAGAN BEA
MASUK AN CUKAL THAK DIPUNGUT
HANTOR PEMUBERITATIUAR
VN ATAU PN DAN PPN WA
JUMLAL SATUAN NEGARA PABEAN PABRAN
N LRAIAN BARANG 1OS TARIF DIKECUALIKAN DARE § KGLEFAR
BARANG BARANG BARGA ASAI TEMUNT
FIH PASAL 22
PEMASURAN
NO. T
NOMOR FANGGAL NOMOK | FANGUAL
URUT
1ot 20 en (2T L3 241 12260 £26). Q7. 28 20 10} (118

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR .......... A7)eeein, ;
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
persetujuan  pemindahtanganan  barang impor yang
mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta
dikecualikan dari pemungutah Pajak Penghasilann Pasal 22
atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan dengan tidak disertai kewajiban membayar
bea masuk dan cukai serta pajak dalam rangka impor yang
terutang.

Nomor (2) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau
Badan Usaha yang diberikan persetujuan pemindahtanganan.

Nomor (3) : Diisi nama  instansi/kementerian/lembaga/pihak yang
menerima pemindahtanganan barang.

Nomor (4) . Diisi jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat
permohonan dan nama Perguruan Tinggi, Kementerian/
Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (B) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan
pemindahtanganan.

Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan ﬁnengenai
pembebaéan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk
keperluan penelitian dan penigembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (7) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
yang  ditujukan  untuk  keperluan  penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan kepada Perguruan Tinggi,
Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang mengajukan
permohonan. ’

Nomor (8) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk bagi instansi/kementerian/

lembaga/pihak yang menerima pemindahtanganan barang.
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Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor {17}

Nomwor (18)

Nomor (19)

Nomor (20}

Nomor (21)
Nomor {22)
Nomor (23)

Nomor (24)
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Diisi daftar jenis dokumer, nomor, dan tanggal dokumen yang
perlu dicantumkan apabila diperlukan.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi,

Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang
bersangkutan.

Diisi nama tempat domisili Perguruan Tinggi,
Kementerian/Lembaga. atau Badan Usaha yang

bersangkutan.

Diisi Nomor Pokbk Wajib Pajak instansi/kementerian/

lembaga/pihak yang menerima pemindahtanganan barang.

Diisi nama tempat domisili instansi /kementerian/

lembaga/pihak yang menerima pemindahtanganan barang.

Diisi daftar para pihak yang perlu diberikan salinan

Keputusan Menteri Keuangan.

Diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri

Keuangan.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan

Menteri Keuangan.

Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang

menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri

Keuangan.

Diisi nomor urut barang.

a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang
(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang
selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor.

Diisi jumlah barang.

Diisi satuan barang.

Diisivperkiraan harga barang.

Diisi nomor pos tarif/HS.
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Nomor (25) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Peng}lasilaxl Pasal 22 atas barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (26) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai daﬁ Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk
keperluan pénelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (27) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetabhuan.

Nomor (28) : Diisi negara asal barang.

Nomor (29) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
pemasukan barang.

Nomor (30) : Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (31) : Diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari

barang impor terkait.
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CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN YANG TELAH DIBERIKAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI DENGAN CARA DIMUSNAHKAN

KOP SURAT PEMOHON

Nomor L s (Deveeeeeeee {12 FO U 3)erinnnin
Lampiran : ......... 4)..........
Hal :  Permohonan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Barang Impor Untuk

Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Yang Telah

Diberikan Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Dengan Cara Dimusnahkan

Yth. Kepala Kantor .......... (5) IO

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:

Nama L ettt (B) e
NPWP e (7)o
Alamat kantor O PPN (8) et
Pihak yang dapat dihubungi: ... (9) i

dengan ini mengajukan permochonan agar barang impor untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diberikan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, serta dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dengan rincian barang
sebagaimana terlampir dapat disetujui untuk diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara
dimusnahkan.

Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.
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KOP SURAT PEMOHON

Lampiran Surat
Nomor L s (1)eninn.

Tanggal L s (3).cenen.n.

RINCIAN BARANG YANG DIMOHONEKAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
DENGAN CARA DIMUSNAHKAN '

KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA

MASUICDAN CUKAL TIDAR DIPUNGU T
PEMUERECATUAN
PN ATAU PPN DAN PINGM, SERTA
JUMLAL SATUAN PERKIRAAN ) NEGARA
O URAIAN GARANG POS TARIF DISECUALIKAN DAL UNGUTAN
BARANG LARANG BARGA ASAL
PPH PASAL 22
" 9}
NOMOR FANGGAL NOMOI TANGGAL
URLE
(TEIN RN AT 051 161 175 (i) 9. .20 21 122} (51 24
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)

Nomor

1
Nomor (2)

(

(
Nomor (3}
Nomor

(5

4)
)

Nomor
Nomor (6)

Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9).
Nomwor (10)
11)

(

(
Nomor (12)

(13)

Nomor

Nomor

Nomor (14}
Nomeor (15)
Nomor (16)

Nomor (17)

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nomor surat permohonan.

Diisi nama kota temapat surat permohonan dibuat.

Diisi tanggal surat permohonan dibuat. |

Diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat

pemasukan barang.

Diisi nama Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha yang

mengajukan permwohonan penyelesaian kewajiban pabean

dengan cara dimusnahkan.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi swasta atau

Badan Usaha yang bersangkutan.

Diisi alamat Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha yang

bersangkutan.

Diisi nama dan nomor telepon pejabat/pegawai/pihak vang

dapat dihubungi (contact person} dari Perguruan Tinggi swasta

atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Diisi jabatan penandatangan surat permohonan.

Diisi nama yang menandatangani surat permohonan.

Diisi nomor urut barang.

a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang
(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang
selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor.

Diisi jurnlah barang.

Diisi satuan barang.

Diisi perkiraan harga barang.

Diisi nomor pos tarif/HS.
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Nomor (18) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan.

Nomor (19) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan.

Nomor (20) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan
tentang pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang

untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan.
Nomor (21) : Diisi negara asal barang.
Nomor {(22) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
pemasukan barang.
Nomor {(23) : Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
Nomor {24) : Diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari

barang impor terkait.
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CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN PARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .......... (1)eeeennees

TENTANG
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN
BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR
UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang DA bahwa sesuai dengan hasil penelitiaan terhadap surat permohonan
.......... (3).......... Nomor ..........(4).........., diperoleh kesimpulan bahwa
permohonan pemusnahan barang impor untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan telah memenuhi persyaratan untuk
dapat diberikan persetujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan
Pemusnahan Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk
Dan Cukai, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta
Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang

Impor Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Milik .......... 2 T
Mengingat 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... (B)ciieis
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .......... B).ccnnenns
Memperhatikan: 1. ... (7)eeerinnnns
2. i, dst;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN

BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK 'DAN
CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS BARANG IMPOR  UNTUK  KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN MILIK .......... 2)innns
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PERTAMA :  Memberikan persetujuan pemusnanan barang impor yang mendapatkan
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta
dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor

untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan milik:

a. Nama e ()i
b. NPWP L e e S TS
C. Alamat L e e (D) i

dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri

ini.

KEDUA :  Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang
pada waktu impor bea masuk dan cukainya telah dibayar, tidak dapat diberikan
restitusi. ]

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
) (1)

Ditetapkan di .......... (12)..........
pada tanggal ........... (13).nneenneen

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .......... (14).....eees
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAIL
TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAMAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAIIAN NiILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAILL SERTA DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS
BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 1ILMU PENGETAHUAN MILIK
.......... 2)is

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN

KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN CUKAL TIDAR DI'UNGUTE KANTOR PEMBERITAHUAN

JUMLAIE SATUAN PERKIRAAN VEN ATAU PUN DAN LPNUM, SERTA

A NN NEGARA PABEAN LABEAN
NO LRAIAN BARANG JOS TARIF DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN '
BARANG BARANG HARGA PEILPASAL 22 ASAL TEMPAT
PEMASUKRAN
NO.
NOMOR TANGGA), NOMOK TANGGAL
(UK

LU 6N 417, SRR ik L2 (21 L1ee). A23) . 24 255, 1261 127

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .......... (14)...........
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PETUNJUE PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor. Keputusan Menteri Keuangan mengenai
persetujuan pemusnahan barang impor yang mendapatkan
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (2) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau
Badan Usaha yang diberikan persetujuan pemusnahan.

Nomor (3) . Diisi jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat
permohonan dan nama Perguruan Tinggi, Kementerian/
Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (4) :  Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemusnahan.

Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (6) : Diisi nomdr Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
yang  ditujukan untuk  keperluan  penelitian  dan
pengembangan ilmu pengetahuan kepada Perguruan Tinggi,
Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang mengajukan
permohonan.

Nomor (7) : Diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang

perlu dicantumkan apabila diperlukan.

Nomor (8) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi,
Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang
bersangkutan.

Nomor (9) : Diisi nama tempat domisili Perguruan Tinggi, Kementerian/

Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.
Nomor (10) : Diisi daftar para pihak yang perlu diberikan salinan

Keputusan Menteri Keuangan.
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Nomor {11)
Nomor (12)

Nomer (13)

Nomor (14}

Nomor (15)

Nomor {16)

Nomor (17)
Nomor {18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)

Nomor (22)

Diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri

Keuangan.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan

Menteri Keuangan.

Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang

menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan. |

Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri

Keuangan.

Diisi nomor urut barang.

a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang
(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang
selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor.

Diisi jumlafl barang.

Diisi satuan barang. |

Diisi perkiraan harga barang.

Diisi nomor pos tarif/HS.

Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk

keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barvang Mewalh, serta dikecualikan dari

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk

keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
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Nomor (23) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (24) : Diisi negara asal barang.

Nomor (25} : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
pemasukan barang.

Nomor (26) : Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (27) : Diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari

barang impor terkait.
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H. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG IMPOR
UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

PENGETAHUAN
BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Pada hari ini, .......... 1)eeinnnn. tanggal .......... 42 R bulan .......... (5] T tahun
.......... 4)...cc....di eonnnen(B)neneo.., kami yang bertandatangan di bawah ini:
A. Perwakilan Kementerian Keuangan

1. Nama L e, (5] PO

2. NIP L e ()i,

3. Unit Kerja L e, L) P TSP

4, Jabatan L v, ST (9) e
B. Perwakilan Perguruan Tingdgi atan Badan Usaha*

1 Nama L e, (10) i,

2 Nomor Identitas  © ..o (11) s

3. Nama Instansi e, (12) i

4 Jabatan . (13) i
C. Pihak Yang Melakukan Pemusnahan

1. ‘Nama L e, (14

2 Nomor Identitas @ ... (I15)riiiiiiiiiiiieeen,

3. Nama Instansi R (16)eeeieiiiiieieianns

4 Jabatan L e, (17) i,
telah datang di .......... (18).......... dan menyaksikan/melakukan pemusnahan barang impor untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetalman milik .......... (19).ceeenen dengan data-

data sebagai berikut:

1. Jenis Barang U [1216) RO
2. Jumlah L ettt (21) i,
3. Pemberitahuan Pabean
Nomor/Tanggal L s (22).......... /o 23)..........
4. Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai
Nomor /Tanggal D e (24).......... [ (1225) UUUION
yang telah mendapat persetujuan dari .......... (26).......... atas nama Menteri Keuangan melalui Surat
Persetujuan Pemusnahan Nomor .......... 27)..ccoonni. tanggal .......... (28).......... untuk diselesaikan

kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan/dibakar/

diledakkan/lainnya .......... 29).......... M odi e, (30).......... (foto-foto hasil pemusnahan sebagaimana

terlampir).
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Demikian Berita Acara Pemusnahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Perguruan Tinggi/Badan Usaha* Pihak Yang Melakukan Pemusnahan

Perwakilan Kementerian Keuangan

*} dipilih yang sesuai
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Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3}
Nomor {4)
Nomor (5) |
Nomor (6}

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor {10)
Noror (11}
Nomor {12)
Nomor (13}
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18}

Nomwor {19)

Nomor {20)

- 63 -

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi hari saat pelaksanaan pemusnahan.

Diisi tanggal saat pelaksanaan pemusnahan.

Diisi bulan saat pelaksanaan pemusnahan.

Diisi tahun saat pelaksanaan pemusnahan.

Diisi tempat (kota) pelaksanaan pemusnahan.

Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian
Keuangan yang menyaksikan pemusnahan. |
Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang
mewakili Kementerian Keuangan Yang menyaksikan
pemusnahan.

Diisi nama unit kerja Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili
Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.

Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili
Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.

Diisi nama pejabat yang mewakili Perguruan Tinggi swasta
atau Badan Usaha yang menyaksikan.

Diisi nomor identitas pejabat yang mewakili Perguruan Tinggi

swasta atau Badan Usaha yang menyaksikan.

. Diisi nama entitas pejabatl yang mewakili Perguruan Tinggi

swasta atau Badan Usaha yang menyaksikan.

Diisi nama jabatan Pejabat yang mewakili Perguruan Tinggi

swasta atau Badan Usaha yang menyaksikan.

Diisi nama pihak yang melakukan pemusnahan.

Diisi nomor identitas pihak yang melakukan pemusnahan.

Diisi nama entitas (perusahaan/badan/lainnya) yang

melakukan pemusnahan.

Diisi nama jabatan yang melakukan pemusnahan.

Diisi nama tempat pelaksanaan pemusnahan.

Diisi nama Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha

pemilik barang yang dimusnahkan.

a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang
(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dlij, dalam hal barang

selain kendaraan bermotor; atau
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b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal

barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (21) : Diisi jumlah barang yang dimusnahkan.

Nomor (22) : Diisi nomor pemberitahuan pabean.

Nomor {23) : Diisi tanggal pemberitahuan pabean.

Nomor (24) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai barang impor untuk

keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Nomor (25) : Disii tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai barang impor untuk

keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (26) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
Nomor (27) . Diisi nomor surat persetujuan pemusnahan.

Nomor (28) : Diisi tanggal surat persetujuan pemusnahan.

Nomor {29) : Diisi metode pemusnahan lainnya (jika ada).

Nomor (30) : Diisi lokasi tempat pelaksanaan pemusnahan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

e

ANWARI j /
NIP 19621005-198209+1 001
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